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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Mukomuko periode Tahun 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
jawab Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Catatan atas Laporan Keuangan .

U N WN =

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mukomuko, 11 Maret 2016

Pengguna Anggaran,

BADI UZAMAN, SH
NIP. 195804141987031006
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) berkewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian penyusunan dan penyian laporan keuangan satuan kerja ini
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau
barang pada SKPD.

Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mukomuko periode Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati
Mukomuko Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati
Mukomuko Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun
2015 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.
Realisasi belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp.3.938.799.181,00 dari pagu
anggaran sejumlah Rp. 6.188.176.655,45 atau mencapai 63,65% dari jumlah pagu
anggarannya.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional
keuangan, mencakup unsur-unsur Pendapatan-LO dan Beban.

Realisasi pendapatan-LO pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 Realisasi tahun 2014
sejumlah Rp. 0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun
sebelumnya.

Realisasi beban pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.855.471.681,00 Realisasi tahun
2014 sejumlah Rp. 0,00 atau terdapat kenaikan sebesar 100% dari tahun sebelumnya.
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3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi
tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak
kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Rp. 2.253.364.812,00

Surplus/Defisit-LO Rp. 3.855.471.681,00

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 0,00

Ekuitas Akhir Rp. 1.602.106.869,00
4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2015 mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 2.336.692.312,00 yang terdiri
atas:

aset lancar sebesar Rp. 1.227.500,00
investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00
aset tetap sebesar Rp. 2.006.083.812,00
aset lainnya sebesar Rp. 329.381.000,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas :
kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00
kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 2.336.692.312,00

yang terdiri atas :
ekuitas Rp. 2.336.692.312,00

5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai
dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya,
dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui
berdasarkan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau
kewajiban timbul.

BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 4



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah
satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola
yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah
menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

I.  Pendahuluan

1.1

1.2

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten = Mukomuko Tahun Anggaran 2015 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dan juga menyediakan informasi
keuangan yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015;

. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi;
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1.3

Sistematika penulisan catatan atas laporan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan informasi lain yang diharuskan dan
dianjurkan untuk diungkapkan dalam Kebijakan Akuntansi serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan
secara wajar.

. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1

2.2

Kebijakan keuangan

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target

belanja adalah:

a. Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamikan
permasalahan yang timbul di masyarakat;

c. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi)
memperhatikan batas waktu penyelesaian;

d. Belanja barang dan jasa dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan
kebutuhan;

e. Belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu
proses pengadaan;

Indikator pencapaian target kinerja APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa

Secara umum target dalam APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desatidak tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan
Renstra Tahun 2010-2015. Hal tersebut dilihat dari target Pendapatan-LRA
dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.0,00 bisa dicapai sebesar Rp0,00
atau sebesar 0,00%.Target Belanja dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.6.188.176.655,00 bisa dicapai sebesar Rp 3.938.799.181,00 atau sebesar
63,65,00%.

Realisasi pendapatan-LO pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 Realisasi tahun
2014 sejumlah Rp. 0,00 .

Realisasi beban pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.855.471.681,00 Realisasi
tahun 2014 sejumlah Rp.0,00 atau terdapat kenaikan sebesar 100% dari tahun
sebelumnya.
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Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1

3.2

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
Realisasi APBD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

No Uraian Anggaran Realisasi %
a. | Pendapatan-LRA 0,00 0,00 0,00
b. | Belanja 6.188.176.655,45 | 3.938.799.181,00 | 63,65
C. | Surplus/Defisit 6.188.176.655,45 | 3.938.799.181,00 | 63,65
d. | Sisa Lebih/Kurang 6.188.176.655,45 | 3.938.799.181,00 | 63,65
Pembiayaan Anggaran
(SIiLPA)

Tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum.
Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar
Rp 0,00 dan realisasi belanja sebesar 3.938.799.181,00 atau 63.65% dari
anggaran sebesar 6.188.176.655,45

No Uraian 2015 2014 %

a. | Pendapatan-LO 0,00 0,00 0,00
Beban 3.855.471.681,00 0,00 0,00
Surplus/Defisit-LO 3.855.471.681,00 0,00 0,00

Tabel diatas menggambarkan Realisasi pendapatan-LO pada TA 2015 adalah
sebesar Rp. 0,00 Realisasi tahun 2014 sejumlah Rp. 0,00 .

Realisasi beban pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.855.471.681,00 Realisasi
tahun 2014 sejumlah Rp. 0,00 atau terdapat kenaikan sebesar 100% dari
tahun sebelumnya

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

Hambatan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam
pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

. Sampai saat Pada badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

belum mempunyai pendapatan

Hambatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam

pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Pos pada Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa digunakan akibat dari
kesalahan dari pengalokasian dana pada pos tersebut.

2. Adanya Pos pada kegiatan yang lebih besar penganggarannya dari pada

realisasi yang seharusnya

Proses penyelesaian dalam pencairan DPA-P terlalu lama

Kurangnya SDM

Kurangnya dalam penyusunan perencanaan

Adanya kegiatan yg belum selesai di tahun 2015 dan dilanjutkan diTahun

2016

o kW
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IV.

Kebijakan Akuntansi

4.1

4.2

4.3

4.4

Entitas akuntansi pelaporan keuangan Daerah SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Mukomuko TA 2015 merupakan salah satu unit SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomukodengan KPA sebanyak 4 terdiri dari:

Bidang Sekretariat

Bidang Keuangan

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang SDA & TTG

Bidang PUEMP

ghwh =

yang merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban untuk menyusun
laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten MukomukoTA 2015 menggunakan basis akrual
untuk neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan basis kas
untuk laporan realisasi anggaran.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten MukomukoTA 2015 didasarkan pada nilai uang
rupiah. Dalam pelaksanaan APBD TA 2015 pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko, seluruh kegiatan
telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya
dengan mata uang asing.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam
Kebijakan Akuntansi

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten MukomukoTA 2015 telah mengupayakan untuk
dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati
Mukomuko Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi .
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V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
5.1 Laporan Realisasi Anggaran

R Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2015
a. Pendapatan-LRA 0,00 0,00 0,00 0,00
a

Realisasi Pendapatan-LRA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan desaTA 2015 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran TA
2015 sebesar Rp. 0,00

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan-LRA Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut:
1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Uraian Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) % Tahun 2015

Pajak Daerah — LRA 0,00 0,00 0,00 0,00
a

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2015 sebesar Rp 0,00
atau 0,00% dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.0,00
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah -LRA sebagai

berikut:
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2015
Pajak KEndaraan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Bermotdt (PKB)-LRA
Pajak H§te| - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Pajak Restoran —LRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Pajak Hi‘buran —LRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Dst : 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2015
Retribust Daerah - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00

d

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2015 sebesar Rp .0,00
atau 0,00% dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 0,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah -LRA
sebagai berikut:

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2015
Retribusi Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan- Lra
Retribusi Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00
Persampahan — LRA
Retribusi Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00
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Parkir — LRA
Retribusi Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasa.—LRA
Dst a 0,00 0,00 0,00 0,00

i

lain-lain PAD yang Sah - LRA

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2015

Lain-Laih PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00

—LRA @

8

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2015 sebesar Rp 0,00 atau
0,00% dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.0,00

R
b. Belanja
a

Anggaran (Rp)

6.188.176.655,45 3.938.799.181,00 63,65

Realisasi (Rp)

%

Tahun 2015
0,00

Realisasi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
TA 2015 sebesar Rp 3.938.799.181,00 atau 63,65% dari anggaran TA 2015

sebesar Rp.6.188.1

Dibandingkan de
4.751.888.055,00,

76.655,45
ngan realisasi belanja tahun
realisasi pencapaian

lalu

target belanja

sebesar
sebesar

Rp
Rp

4.469.577.654,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 530.778.473. atau
30,41%, hal ini disebabkan antara lain karena:
1. Adanya kegiatan yang belum selesai diTahun 2015 dan dilanjutkan di

Tahun 2016.

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target belanja adalah

sebagai berikut:

1. Rencana belanja supaya sinkron dengan Anggaran yang dipergunakan

dalam satu Tah
2. Bidang-bidang
dibelanjakan.

un Anggaran.
agar dapat

mengoptimalisasi

Anggaran

yang

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2014
Belafﬁja Operasi 5.287.076.655,45 | 3.856.699.181,00
Belahja Modal 901.100.000,00 82.100.000,00
Jumfnéh 6.188.176.655,45 | 3.938.799.181,00 | 63,65 | 4.469.577.654,00
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Rincian Belanja lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 5.287.076.655,45 dengan
realisasi sebesar Rp 3.856.699.181,00 atau 63,65% dari anggaran dengan
rincian sebagai berikut :

meliputi

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Tahun 2014

Belafija Pegawai

Gaiji &n Tunjangan 1.389.135.385,45 | 1.326.977.161,00 | 95,53 | 1.173.362.104,00
Tambahan Penghasilan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
PNS a
Belarija Penerimaan lain 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Anggpta
DPRR/KDH/WKDH
Honorarium PNS 463.945.500,00 304.696.000,00 | 65,67 480.761.000,00
Honoggrium Non PNS 100.775.000,00 50.531.000,00 | 50,14 169.678.900,00
Uangd-embur 31.479.000,00 31.453.000,00 | 99,92 29.365.000,00
Belargla Kursus, Pelatihan 45.000.000,00 43.251.600,00 | 96,11 29.737.200,00
PNS

Belanja Barang dan Jasa
Belar’Ea Bahan Pakai 165.445.470,00 143.325.200,00 | 86,63 92.987.900,00
Habis
Belar']"a Bahan/Material 92.659.000,00 42.700.000,00 | 46,08 12.900.000,00
Belartja Jasa Kantor 742.063.800,00 693.043.050,00 | 93,40 623.656.850,00
Belarffa Perawatan 50.000.000,00 46.201.000,00 | 92,40 49.834.500,00
KendBraan Bermotor
Belarjja Cetak dan 920.635.000,00 115.490.000,00 | 12,54 150.701.000,00
Pengg@andaan
Belanja Sewa 112.000.000,00 107.300.000,00 | 95,80 74.510.000,00
PengMapan/Gedung
Belarga Sewa Sarana 94.500.000,00 -| 0,00 17.800.000,00
Mobiljas
Belanja Sewa 22.850.000,00 22.850.000,00 100, -
Perlen[lgkapan dan
Peralatan Kantor
Belanéa Makanan dan 287.253.500,00 230.196.150,00 | 80,14 234.294.500,00
Minurnan
Belanja Pakaian Khusus 10.475.000,00 10.475.000,00 100 274.532.000,00
dan hlgri hari tertentu
Belanja Perjalanan Dinas 680.810.000,00 | 611.660.020,00 89,84 592.987.300,00
Belarfh Jasa Tenaga 73.850.000,00 72.350.000,00 | 97,97 -
Ahli/Narasumber/Instruktur
PNS
Belanfa Jasa Tenaga 4.200.000,00 4.200.000,00 100 -

Ahli/Narasumber/Instruktur
Non NS

JUMLAH

5.287.076.655,45

3.856.699.181,00

4.083.858.254,00
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Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Belanja modal
meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 901.100.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp 82.100.000,00 atau 9,11% dari anggaran dengan rincian

sebagai berikut:

Uraian Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) % Tahun 2014

Tanah 0,00 0,00 -
Peralatan dan Mesin 901.100.000,00 | 82.100.000,00 189.237.400,00
Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 181.482.000,00
Jalan, Irigasi dan 0,00 0,00 -
Jaringan

Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 15.000.000,00
Jumlah 901.100.000,00 | 82.100.000,00 9,11 | 385.719.400,00

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Tahun 2014

Cc. ﬁ.lrplus/(Defisit) 6.188.176.655,45 3.938.799.181,00 63,65 4.469.577.654,00
n

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pendapatan dan
Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 ditetapkan dengan Defisit anggaran
sebesar Rp 6.188.176.655,45 dengan realisasi Defisit anggaran sebesar Rp
3.938.799.181,00

S Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Tahun 2014
d. §isa Lebih 6.188.176.655,45 3.938.799.181,00 63,65 4.469.577.654,00
ILembiayaan
nggaran
(SiLPA)
per 31 Desember 2015 dan 2014 masing- masing sebesar
Rp.3.938.799.181,00 dan Rp.4.469.577.654,00
5.2 Laporan Operasional
R Realisasi 2015  Realisasi 2014 Kenaikan / Y
e (Rp) (Rp) (Penurunan) 0
a. Pendapatan-LO 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Pendapatan-LO Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebesar Rp 0,00
Realisasi tahun 2014 sejumlah Rp. 0,00.
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5.3

B Realisasi 2015 Realisasi Kenaikan /
e (Rp) 2014 (Rp) (Penurunan)
b. %eban 3.855.471.681,00 0,00 3.855.471.681,00 100,00

Beban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Mukomuko Tahun 2015 sebesar Rp 3.855.471.681,00.
Rincian realisasi Beban sebagai berikut:

%

: Realisasi 2015 Realisasi Kenaikan /
Uraian %
(Rp) 2014 (Rp) (Penurunan)
Beban Pegawai-LO 1.358.430.161,00 -1 1.358.430.161,00 100
Beban Barang dan 2.497.041.520,00 - | 2.497.041.520,00 100
Jasa
Beban Bunga 0 0
Realisasi 2015 Realisasi Kenaikan / %
R (Rp) 2014 (Rp) (Penurunan)
C. %urplus/Defisit- 3.855.471.681,00 0,00 3.855.471.681,00 0,00
CY

Realisasi atas Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2015
menghasilkan defisit sejumlah Rp 3.855.471.681,00 Realisasi Tahun
Anggaran 2014 sebesar Rp.0,00 atau terdapat kenaikan sebesar 100% dari
tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan
informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,
dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas
akhir.

Rincian perubahan ekuitas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

: Saldo 2015 (Rp) Saldo 2014
Uraian
(Rp)

Saldo Awal 2.253.364.812,00 0,00
Surplus/Defisit-LO (3.855.471.681,00) 0,00
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
- Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan 0,00 0,00

Mesin
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan 0,00 0,00

Bangunan
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: Saldo 2015 (Rp) Saldo 2014
Uraian
(Rp)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan 0,00 0,00
Jaringan
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
Ekuitas Akhir (1.602.106.869,00) 0,00
Jumlah (1.602.106.869,00) 0,00
5.4 Neraca

Neraca Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Mukomuko Tahun 2015 menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas
dana per 31 Desember 2015 dengan jumlah aset sebesar Rp 2.336.692.312,00
kewajiban sebesar Rp 0,00 dan ekuitas dana sebesar Rp 2.336.692.312,00
Penjelasan atas pos-pos neraca adalah, sebagai berikut:

a. Aset

1.

Tahun 2015 Tahun 2014
é(as di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko per 31
Desember 2015 sebesar Rp.0,00

S Tahun 2015 Tahun 2014
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
(

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 0,00

S Tahun 2015 Tahun 2014
Kas di Bendahara BLUD 0,00 0,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2015
sebesar Rp 0,00
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P

i Tahun 2015 Tahun 2014

. Kas di Bendahara FKTP - JKN 0,00 0,00
t Tahun 2015 Tahun 2014

. ®iutang 0,00 0,00

n
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah setelah
tanggal neraca pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 0,00

Tahun 2015 Tahun 2014

. Persediaan 0,00 0,00
e

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 berdasarkan stock opname pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten
Mukomuko sebesar Rp 0,00

Tahun 2015 Tahun 2014
. Beban di Bayar Dimuka 1.227.500,00 0,00

Akun beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2015
atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2015 dan
masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten MukomukoSaldo
Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.227.500,00.

Tahun 2015 Tahun 2014
. Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa
penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan
untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
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9. dAset Tetap

A Tahun 2015 Tahun 2014
2.006.083.812,00 0,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap Nilai aset tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2015
sebesar Rp.2.006.083.812,00 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap Saldo Mutasi Saldo Akhir
Awal Tambah Kurang
1 2 3 4 5

Tanah n 0,00 0,00 0,00 0,00
Peralatgg dan Mesin 655.237.166,00 0,00 0,00 655.237.166,00
Gedungpglan 1.320.946.646,00 0,00 0,00 | 1.320.946.646,00
Bangunamn
Jalan, Irigasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaringanl
Aset Tetgp Lainnya 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00
Konstrukgi Dalam 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengerjaan
Akumulasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Pen¥u§utan

D'ﬁ'r_‘plah 2.006.083.812,00 0,00 0,00 | 2.006.083.812,00

P

eralatan dan Mesin
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp
655.237.166,00

5.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31

Rp.1.320.946.646,00

5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2015 sebesar

Rp0,00

5.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap
Rp.29.900.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

lainnya per

31

Desember

2015

Desember 2015 sebesar

sebesar

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 sebesar

Rp0,00

5.7 Akumulasi Penyusutan
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.0,00
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1. Aset Lainnya-
1.1 Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta tidak
digunakan untuk menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo aset
tidak berwujud per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No Nama Aset Lainnya Tahun 2015 Tahun 2014

0,00 0,00

Akumulasi  amortisasi merupakan penyusutan pada aset
lainnya(tidak berwujud) milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun
sampai dengan tanggal neraca, sedangkan amortisasi adalah
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat
suatu aset lainnya. Akumulasi amortisasi tahun 2015 sebesar Rp
0,00

1.2 Aset lain-lain
Nilai Aset lain - lain pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2015
sebesar Rp.329.381.000,00

Tahun 2015 Tahun 2014

b. Kewajiban 0,00 0,00
e
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
Nilai kewajiban Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2015 adalah Rp 0,00

Hutang Belanja
Hutang belanja sebesar Rp 0,00
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E
k Tahun 2015 Tahun 2014
. Ekuitas (1.602.106.869,00) 0,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek.

Ekuitas Awal Rp 2.253.364.812,00
Penyesuaian/Mutasi

- Penambahan Rp 0,00

- Pengurangan Rp 3.855.471.681,00

(Rp3.855.471.681,00).
Ekuitas Akhir Rp (1.602.106.869,00)
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PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dasar Hukum Pembentukan

Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Mukomuko.
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi dan tata kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko

Pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Mukomuko adalah sebagai berikut:

Kepala Badan PMPD :Badi Uzaman, SH
Sekretaris Badan PMPD :Sabrin, S.Sos

Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) disahkan dengan peraturan daerah:

a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2014, tanggal 23 Desember tahun 2014 tentang
APBD kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015;

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang
Perubahan APBD Mukomuko Tahun Anggaran 2015;

c. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2014, tanggal.24 Desember 2014
tentang Penjabaran APBD Mukomuko Tahun Anggaran 2015;

d. Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan PMPD tanggal 2 januari 2015

e. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan PMPD tanggal ....
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PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat
waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
diterima secara umum.

Penyajian Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan dan hambatan yang
kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya
kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka
membangun Daerah kabupaten Mukomuko menuju masyarakat madani.

Mukomuko, ... Januari 2016

Pengguna Anggaran,

BADI UZAMAN, SH
NIP.195804141987031006
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